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INTISARI 

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan upaya revitalisasi jaringan irigasi tersier yang 

dilaksanakan melalui metode swakelola dengan melibatkan petani sebagai pelaksana utama. Namun, keterbatasan keterampilan 

teknis petani kerap menjadi kendala sehingga kualitas hasil konstruksi tidak selalu sesuai standar. Penelitian ini bertujuan 

mengevaluasi kualitas fisik hasil konstruksi pada program P3-TGAI dengan membandingkan dua model pelaksanaan, yakni 
menggunakan tenaga petani dan tenaga kerja konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kualitas bangunan 

irigasi pada kedua lokasi. Pada Lokasi I, yang dilaksanakan oleh tenaga petani, ditemukan beberapa tahapan pekerjaan tidak 

sesuai standar, antara lain kurang optimalnya persiapan lokasi serta metode konstruksi yang tidak sepenuhnya mengikuti 

dokumen Rencana Kerja. Sebaliknya, pada Lokasi II, yang melibatkan tenaga kerja konstruksi, kualitas hasil pekerjaan relatif 

lebih baik karena didukung keterampilan teknis pekerja. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas petani dalam melaksanakan 

pekerjaan konstruksi masih terbatas, khususnya dalam hal keterampilan teknis dan pemahaman standar pelaksanaan. Oleh karena 

itu, diperlukan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan bagi petani agar kualitas pekerjaan tetap terjaga serta tujuan 

peningkatan jaringan irigasi dapat tercapai secara optimal. 

Kata kunci: tenaga kerja konstruksi, P3-TGAI, swakelola, petani 

1 PENDAHULUAN 

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan salah satu program 

pemerintah yang berfokus pada revitalisasi jaringan irigasi di tingkat petak tersier. Pelaksanaan program 

ini menggunakan metode swakelola tipe 4, di mana masyarakat—khususnya Perkumpulan Petani Pemakai 

Air (P3A)—berperan sebagai pelaksana sekaligus pengelola kegiatan. Pelibatan masyarakat dalam seluruh 

tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, mempercepat pembangunan, serta 

menciptakan lapangan kerja di lingkungan sekitar proyek (Uphoff, 1986). 

Meskipun secara konsep melibatkan petani sebagai pelaku utama dinilai dapat memperkuat partisipasi dan 

keberlanjutan, implementasi di lapangan menunjukkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah 

keterbatasan keterampilan teknis petani dalam pembangunan fisik saluran irigasi, yang berimplikasi pada 

penurunan kualitas hasil pekerjaan dan tidak terpenuhinya standar konstruksi (Pambudi & Pramujo, 2023). 

Walaupun petani memiliki pemahaman yang baik mengenai kebutuhan air di lahan pertanian, sebagian 

besar tidak dibekali dengan keahlian teknis dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan 

konstruksi (Raphael et al., 2022). 

Berbagai studi menegaskan bahwa pekerja non-konstruksi, termasuk petani, umumnya memiliki 

produktivitas lebih rendah dibandingkan tenaga kerja terampil. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan 

pengetahuan teknis, pengalaman kerja, serta efisiensi dalam penyelesaian tugas. Dampaknya, durasi 

pelaksanaan proyek menjadi lebih panjang, biaya upah meningkat, serta kebutuhan pengawasan teknis 

menjadi lebih intensif (Anosike et al., 2024). Selain itu, keterbatasan pemahaman terhadap dokumen teknis, 

rencana anggaran biaya, hingga metode konstruksi sesuai standar berdampak langsung pada kualitas 

pekerjaan. Hambatan administratif, seperti pencatatan penggunaan dana, penyusunan laporan, dan 

pengadaan barang, juga kerap menimbulkan risiko ketidaktepatan penggunaan anggaran (Martief, 2022). 

Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kualitas dan keberlanjutan infrastruktur irigasi yang 

dibangun. Temuan lapangan menunjukkan adanya kerusakan dini, kesalahan teknis dalam pembangunan 
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saluran, serta ketidaksesuaian antara desain dengan kondisi eksisting (Aijaz-Hussain & Vidya, 2023). 

Faktor produktivitas juga diketahui dipengaruhi usia, di mana efektivitas tertinggi terdapat pada rentang 

usia 20–30 tahun, saat pekerja berada pada kondisi fisik prima (Wijaya et al., 2015). Namun, keterlibatan 

pekerja non-konstruksi tidak mampu memberikan solusi cepat terhadap permasalahan teknis, sehingga 

berpotensi menimbulkan kesalahan kerja, keterlambatan, dan pembengkakan biaya (Hussain et al., 2020; 

Puspasari, 2024). 

Sejauh ini, kajian mengenai P3-TGAI lebih banyak berfokus pada isu partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan dan pengawasan, sehingga aspek sosial lebih dominan diperhatikan. Namun, kajian yang 

menitikberatkan pada kualitas hasil fisik saluran irigasi sebagai keluaran utama program masih relatif 

terbatas. Padahal, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tingginya tingkat partisipasi 

masyarakat, tetapi juga sejauh mana infrastruktur yang dihasilkan memenuhi standar teknis, berfungsi 

optimal, serta berkelanjutan dalam mendukung produktivitas pertanian (Martief, 2022). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan P3-TGAI 

melalui perbandingan dua model pengelolaan kegiatan pada lokasi berbeda. Lokasi I dilaksanakan secara 

swakelola penuh oleh P3A, sementara Lokasi II melibatkan tenaga kerja konstruksi dengan pengelolaan 

kegiatan berasal dari unsur pemerintah desa. Perbandingan ini diharapkan dapat mengidentifikasi 

perbedaan efektivitas, tingkat partisipasi masyarakat, serta kualitas hasil pekerjaan, sehingga diperoleh 

gambaran model pengelolaan yang lebih tepat dan berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan program 

P3-TGAI. 

2 METODOLOGI 

2.1 Sampel dan Kriteria 

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 64 Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Magelang yang melaksanakan 

Program P3-TGAI. Dari jumlah tersebut, penelitian ini memilih dua lokasi sebagai sampel dengan 

pertimbangan adanya perbedaan karakteristik penggunaan tenaga kerja. Lokasi pertama melibatkan petani 

sebagai tenaga kerja utama dalam pembangunan saluran irigasi, sedangkan lokasi kedua menggunakan 

tenaga kerja konstruksi. Perbedaan ini dianggap representatif untuk menggambarkan variasi pola 

pelaksanaan P3-TGAI di lapangan. 

Dua lokasi yang dipilih adalah Daerah Irigasi 1 (DI 1), yang dikerjakan secara swakelola oleh Perkumpulan 

Petani Pemakai Air (P3A), dan Daerah Irigasi 2 (DI 2), yang pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja 

konstruksi dengan pengelolaan kegiatan oleh pemerintah desa. Perbedaan model pelaksanaan ini 

memberikan peluang untuk membandingkan efektivitas, kualitas hasil pekerjaan, serta tingkat partisipasi 

masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan evaluasi yang lebih objektif mengenai 

pengaruh perbedaan model pengelolaan terhadap capaian fisik, teknis, dan keberlanjutan program P3-

TGAI. 

2.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada Juli–November 2024 dengan menggunakan metode wawancara semi-

terstruktur dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara tatap muka, baik secara individu maupun 

berpasangan, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas responden. Sebelum wawancara, responden 

diminta memberikan persetujuan (informed consent) atas partisipasi mereka. Panduan wawancara disusun 

berdasarkan Surat Edaran Dirjen SDA No. 02/2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program. 

Selain wawancara, dilakukan observasi langsung terhadap kondisi fisik saluran irigasi hasil pelaksanaan 

P3-TGAI. Observasi difokuskan pada kualitas konstruksi, kesesuaian dengan dokumen perencanaan teknis, 
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serta fungsi saluran dalam mendukung kebutuhan irigasi di tingkat petani. Pertanyaan wawancara 

mencakup beberapa aspek, antara lain latar belakang partisipasi petani, peran pemerintah desa, proses 

pengelolaan kegiatan, pengalaman teknis dalam pelaksanaan, serta dampak nyata terhadap kinerja saluran 

irigasi. 

Seluruh wawancara direkam dan ditranskripsikan verbatim, kemudian diverifikasi ulang dengan rekaman 

audio untuk menjaga akurasi data. Data hasil wawancara dipadukan dengan temuan observasi sehingga 

diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan P3-TGAI di lokasi penelitian. 

2.3 Analisis Data 

Analisis data dilakukan melalui pendekatan triangulasi, yaitu dengan memverifikasi temuan dari 

wawancara, observasi lapangan, dan dokumen pendukung untuk memastikan validitas informasi. Proses 

verifikasi silang ini dimaksudkan untuk meminimalkan potensi bias dan meningkatkan objektivitas hasil 

penelitian. 

Data kemudian dianalisis secara induktif, dengan menafsirkan temuan berdasarkan pola, tema, dan 

konsistensi antar-sumber. Selain itu, dokumen rencana kerja P3A digunakan sebagai pembanding dengan 

kondisi aktual di lapangan, untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi P3-TGAI terhadap pedoman 

teknis yang berlaku. Dengan cara ini, penelitian dapat menilai efektivitas program serta mengidentifikasi 

kesenjangan antara rencana dan realisasi pelaksanaan. 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil identifikasi lapangan pada pelaksanaan program P3-TGAI menunjukkan adanya variasi dalam tiga aspek 

utama, yaitu penyiapan lokasi pekerjaan, pekerjaan bekisting dan pengecoran, serta mutu saluran yang terbangun. 

Perbedaan kualitas pada setiap tahap erat kaitannya dengan keterampilan tenaga kerja yang terlibat, kepatuhan 

terhadap standar teknis, serta mekanisme pengawasan di lapangan. Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa 
keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh penyediaan sumber daya fisik, tetapi juga oleh 

kualitas pelaksana, efektivitas metode kerja, dan konsistensi penerapan standar konstruksi. 

3.1 Penyiapan Lokasi Pekerjaan 

Tahap penyiapan lokasi merupakan prasyarat penting untuk memastikan kelancaran pekerjaan konstruksi 

serta kesesuaian dengan rencana teknis. Aktivitas pada tahap ini meliputi pembersihan lahan dari hambatan 

fisik, penggalian awal, pengeringan saluran (kisdam), pemasangan patok batas, serta pengaturan 

aksesibilitas tenaga kerja dan peralatan. Hasil wawancara dengan ketua P3A di tiga lokasi penelitian di 

sajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Interview 

Lokasi Penelitian Tanggapan 

Lokasi I 

“hari pertama itu disini kerja bakti untuk bersih – bersih sampah sama pohon yang di pinggri saluran, 

terus hari ke empat setelah tanda tangan PKS itu baru ada penggalian dan itu di kerjakan selama 1 hari 

sama 9 petani. Setelah digali langsung dipasang plastik untuk cor lantai.” (Ketua P3A lokasi I) 

Lokasi II 

“awalnya itu kerja bakti untuk pembersihan saluran, itu semua petani yang punya petak yang jalan. 

Terus hari senin dilanjutkan sama tukang untuk gali saluran sama bendung air disaluran, karena kan 

kemarin airnya banyak jadi kalau ngga di bendung ya megung. Untuk tahapanya ini saya ikut arahan 

dari desa” (Ketua P3A lokasi II) 

- 
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Hasil wawancara dengan ketua P3A menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara Lokasi I (dikerjakan 

petani) dan Lokasi II (dikerjakan tenaga konstruksi). Pada Lokasi I, setelah dilakukan penggalian saluran, 

tidak dilakukan proses pengeringan (kisdam), sehingga kondisi lokasi kerja tidak sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Sebaliknya, pada Lokasi II seluruh tahapan 

penyiapan lokasi dilaksanakan sesuai arahan pemerintah desa dan dikerjakan oleh tenaga konstruksi. 

Pekerja petani hanya dilibatkan pada pembersihan awal, sedangkan teknis lanjutan mengikuti prosedur 

yang telah ditetapkan dalam RKS.  Hasil pelaksanaan pada kedua lokasi ditampilkan pada Gambar 1. 

 

  
 

A. Pelaksanaan pekerjaan Lokasi I   B. Pekerjaan awal Lokasi II 

Gambar 1. Pelaksanaan pekerjaan pada kedua lokasi pekerjaan 

Hasil observasi lapangan sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1 memperlihatkan perbedaan yang nyata, di mana 
saluran di Lokasi I tampak basah tanpa pengeringan memadai, sementara di Lokasi II kondisi saluran dalam keadaan 

kering sebelum pekerjaan beton dimulai. Perbedaan ini berimplikasi terhadap mutu konstruksi, karena dalam 

petunjuk teknis pelaksanaan disyaratkan bahwa pengeringan merupakan tahap krusial sebelum pengecoran 
dilakukan. Dengan demikian, pelaksanaan di Lokasi II lebih memenuhi standar teknis dibandingkan dengan Lokasi 
I. 

3.2 Pekerjaan lantai saluran 

Perbedaan lain ditemukan pada tahap pekerjaan lantai saluran, khususnya dalam metode pelaksanaan beton 

siklop. Berdasarkan pedoman teknis Departemen Pekerjaan Umum (2005), beton siklop harus memenuhi 

komposisi 60% campuran beton dan 40% batu belah, dengan metode pelaksanaan dimulai dari pengecoran 

dasar, diikuti penyusunan batu kali ukuran 15–20 cm secara berlapis, kemudian dilanjutkan pengecoran 

ulang hingga mencapai dimensi ketebalan yang sesuai standar. Gambar 2 menunjukan ketentuan lapisan 

penyusun beton siklop sebagaimana yang disyaratkan. 
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Gambar 2. Ketentuan Lapisan Beton Siklop 

 

a) Ilustrasi Pelaksanaan Beton Siklop Lokasi I  b) Ilustrasi Pelaksanaan Beton Siklop Lokasi II 

 

  

 

 

 

 

 

c) Pelaksanaan beton siklop pada Lokasi I   d) Pelaksanaan beton siklop pada Lokasi II 

Gambar 3. Pelaksanaan Beton Siklop 

Berdasarkan fakta pengamatan di lapangan sebagaimana diperlihatkan Gambar 3, keterlibatan tenaga konstruksi 

profesional pada Lokasi II mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih memenuhi terhadap standar mutu 
dibandingkan dengan pelaksanaan oleh petani pada Lokasi I. Hal ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa 

keterampilan teknis, pengalaman kerja, dan pemahaman terhadap dokumen teknis merupakan faktor krusial dalam 
menjamin keberhasilan konstruksi irigasi (Raphael et al., 2022; Pambudi & Pramujo, 2023). 
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3.3 Pemasangan Bekisting Dinding Saluran 

Selain pada pekerjaan lantai saluran, hasil pengamatan juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam 

pemasangan bekisting dinding saluran antara Lokasi I yang dikerjakan oleh petani dan Lokasi II yang dikerjakan 

oleh tenaga konstruksi. Berdasarkan observasi lapangan (Gambar 4), bekisting yang dipasang oleh petani tampak 

kurang presisi, terlihat dari bentuk dan posisi yang tidak seragam. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas 
dimensi hasil pengecoran, di mana permukaan saluran tidak rata dan terdapat penyempitan pada bagian tertentu. 

Padahal, menurut pedoman teknis pelaksanaan, pemasangan bekisting harus dilakukan dengan tingkat kerapatan 

yang cukup agar tidak terjadi kebocoran adukan beton, perubahan bentuk, maupun cacat struktural pada dinding 
saluran. Sebaliknya, pada lokasi yang dikerjakan oleh tenaga konstruksi, bekisting dipasang dengan lebih rapi, 

presisi, dan memenuhi ketentuan teknis. Hasil pemasangan menunjukkan bekisting mampu menahan tekanan beton 

dan batu dengan baik tanpa mengalami perubahan bentuk. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap spesifikasi 

teknis yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS), sehingga kualitas hasil pekerjaan lebih 
dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 
 

 

a) Pekerjaan bekisiting Lokasi I   b)  Pekerjaan bekisting Lokasi II 

Gambar 4. Pemasangan Bekisting Dinding Saluran   

Perbedaan kualitas antara kedua lokasi disebabkan oleh keterbatasan keterampilan teknis pekerja petani, 

baik dalam memahami tahapan pelaksanaan maupun dalam penggunaan peralatan konstruksi. Minimnya 

pengalaman serta rendahnya pemahaman terhadap standar teknis berdampak pada hasil pekerjaan yang 

tidak memenuhi spesifikasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anosike et al. (2024) dan Okoro (2020), 

yang menyatakan bahwa keterlibatan tenaga non-konstruksi secara langsung dalam pekerjaan fisik 

berpotensi menurunkan kualitas hasil, karena keterbatasan kompetensi teknis sering kali berujung pada 

kesalahan pelaksanaan dan tidak terpenuhinya standar mutu. 
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a) Hasil Akhir Pekerjaan Saluran Lokasi I  b) Hasil Akhir Pekerjaan Saluran Lokasi II 

Gambar 5. Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Saluran 

Selain faktor keterampilan, kelemahan lain yang teridentifikasi adalah minimnya pengawasan lapangan. 

Pada Lokasi I yang dikerjakan oleh petani, proses konstruksi berlangsung tanpa pengendalian yang ketat 

sehingga metode kerja cenderung ditentukan berdasarkan pengalaman praktik semata, bukan berdasarkan 

pedoman teknis. Hal ini berimplikasi pada munculnya berbagai cacat, seperti permukaan dinding yang tidak 

rata, bentuk saluran yang menyempit, dan dimensi yang tidak sesuai desain. Sebaliknya, pada Lokasi II 

dengan tenaga konstruksi, kualitas hasil pekerjaan relatif lebih konsisten, dengan dinding saluran yang 

presisi, rata, serta pada bentang sepanjang 25 meter tidak ditemukan adanya cacat konstruksi. 

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun P3-TGAI bertujuan memperluas partisipasi masyarakat, 

khususnya petani, dalam perencanaan hingga pelaksanaan, keterbatasan kapasitas teknis menjadi kendala 

nyata dalam menjamin mutu hasil konstruksi. Program ini pada satu sisi berhasil mendorong keterlibatan 

langsung masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan berupa variasi kualitas pekerjaan. Oleh 

karena itu, keberhasilan P3-TGAI tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga 

sejauh mana kapasitas teknis pelaksana dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan intensif, serta 

penyediaan pedoman kerja yang sederhana dan mudah dipahami. Upaya peningkatan kapasitas ini penting 

agar standar teknis tetap dapat terpenuhi, sekaligus menjaga keberlanjutan infrastruktur irigasi yang 

dibangun. 

4 KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi 

(P3-TGAI) melalui metode swakelola mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya petani, 

dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan ini berkontribusi pada peningkatan 

transparansi, penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), serta tumbuhnya rasa 

memiliki terhadap infrastruktur irigasi yang dibangun. 

Namun demikian, hasil analisis memperlihatkan adanya variasi kualitas pekerjaan antara lokasi yang 

dilaksanakan oleh petani dan lokasi yang melibatkan tenaga konstruksi. Perbedaan ini terutama disebabkan 

oleh keterbatasan keterampilan teknis petani dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, yang berimplikasi 

pada penurunan presisi, ketidaksesuaian dengan standar teknis, serta potensi kerusakan dini pada saluran 

irigasi. Faktor minimnya pengawasan lapangan dan lemahnya pemahaman terhadap dokumen teknis juga 

menjadi kendala tambahan dalam pelaksanaan program. 

Dengan demikian, keberhasilan P3-TGAI tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, tetapi 

juga sejauh mana kualitas teknis dapat dijamin. Upaya yang perlu dilakukan meliputi peningkatan kapasitas 



Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur Yogyakarta, 14 Juli 2025 

 

8 

petani melalui pelatihan teknis, penyusunan pedoman pelaksanaan yang sederhana dan aplikatif, serta 

pendampingan intensif dari tenaga ahli. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu hasil konstruksi 

sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan irigasi di tingkat masyarakat. 

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji secara lebih mendalam aspek produktivitas, 

khususnya perbandingan efisiensi waktu dan biaya antara tenaga petani dan tenaga konstruksi, serta analisis 

kontribusi keterampilan teknis terhadap efektivitas pengelolaan program. Kajian ini penting untuk 

merumuskan model implementasi P3-TGAI yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. 
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